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bahwa beraasarkarn: pertimbangan sebagaimana
dimaksud daiam huruf a, huruf b, dan hurut c,

perlu membentuk Undang-Undang tentang Sistem
Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28C ayat (1), dan Pasal

21
S

ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan

SK No 007214 A

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

UNDANG-UNDANG TENTANG SISTEM NASIONAL ILMU
PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1.

Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
adalah pola hubungan yang membentuk keterkaitan
secara terencana, terarah, dan terukur, serta
berkelanjuran antarunsur kelembagaan dan sumber
daya sehingga terbangun jaringan ilmu pengetahuan
dan teknologi se¢bagai satu kesatuan yang utuh
dalam mendukung peuyelenggaraan ilmu
perigetahuan dan teknologi sebagai landasan ilmiah
dajam perumusan dan penetapan  kebijakan
pembangunan nasional.

2. Ilmu . .
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Ilmu Pengetahuan adalah sekumpulan informasi
yang digali, ditata, dan dikembangkan secara
sistematis dengan mcnggunakan metodologi ilmiah
untuk menerangkan dan/atau membuktikan gejala
alam dan/atau gejala kemasyarakatan didasarkan
keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Teknologi adalah cara, metode, atau proses
penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin Illmu
Pengetahuan yang bermanfaat dalam pemenuhan
kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan kualitas
kehidupan manusia.

Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
adalah proses, "cara, dan/atau aktivitas
menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian,
pengembangan, pengkajian, dan penerapan Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi.

Pendidikan adalah wusaha sadar dan tercncana
untuk mewujudkan suasana belajar dan proses
pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potens: dirinya untuk memiliki
kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat,
bangsa, dan negara.

Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut
metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan
informasi yang berkaitan dengan pemahaman
tentang fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian
kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi
dan/atau hipotesis, dan -penarikan kesimpulan
ilmiah.

Pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan
manfaat dan daya dukung Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi yang telah terbukti kebenaran dan
keamanannva untuk meningkatkan fungsi dan
manfaat Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

8. Pengkajian . . .
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Pengkajian adalah kegiatan untuk meniiai atau
mengetahui kesiapan, kemanfaatan, dampak, dan
implikasi  sebelum dan/atau sesudah {lmu
Pengetahuan dan Teknologi diterapkan.

Penerapan adalah pemaniaatan hasil Penelitian,
Pengembangan, dan/atau Pengkajian [Imu
Pengetahuan dan Teknologi ke dalam kegiatan
perekayasaan, inovasi, dan/atau difust Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi.

Perekayasaan adalah kegiatan Penerapan Ilmu
Pengetahuan dzn Teknologi dalam bentuk desain
atau rancang bangun untuk menghasilkan nilai,
prodﬁk. dan/atau proses produksi yang lebih baik
dan/atau efisien dewiigan mempertimbangkan
keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks
teknis, fungsional, bisnis, sosial, budaya, lingkungan
hidup, dan estetika.

Invensi adalab ide inventor yang diluangkan ke
dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang
spesifik di bidang Teknologi berupa produk atau
proses, atau penyempurnaan dan pengenivangan
broduk atau proses.

inventer adalah seorang atau bebcrapa orang yang
secara bersama-sama melaksanakan ide yang
dittangkan ke dalam kegia‘rah yang menghasilkan
Invensi.

Inovasi adaiah  hasil  pemikiran, renelitian,
Pengembangan, Pengkajian, dan/atau Penerapan,
yang mengandung unsur kebaruan dan telah
diterapkan serta memberikan kemanfaatan ckonomi
dan/atau sosial.

Difusi [mu Pengetahuan dan Teknologi adalah
kegiaten  penyebarluasen infor,_masi dan/atau
promosi tentang suatu !Imu Pengetahuan dan
’fcknologi secara proaktif‘ dan ekstensif oleh
penemunya dan/atau pihak lain dengan tujuan agar
dimanfaatkan unituk meningkatkan daya gunahya,.

15, Aith . ..
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Alih Teknologi adaiah pengalihan kemampuan
memanfaatkan dan menguasai Ilmu Pengetahuan
dan Teknologi antarlembaga, badan, atau orang,
baik yang berada dalam lingkungan dalam negeri
maupun yvang berasal dari luar negeri ke dalam
negeri atau sebaliknya.

Audit Teknologi adalah proses yang sistematis untuk
memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif
ternadap aset Teknologi dengan tujuan menetapkan
tingkat kesesuaian Teknologi dengan Kkriteria
dan/atau standar yang telah ditetapkan serta
penyampaian hasil kepada  pengguna yang
bersangkutan.

Kliring Teknologi adalah proses penyaringan

. kelayakan atas suatu Teknologi melalui kegiatan

Pengkajian untuk menilai atau mengetahui dampak
dari penerapannya pada suatu kondisi tertentu.
Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul
karena hasil olah pikir manusia yang menghasilkan
suatu produk atau proses yang berguna bagi
kehidupan manusia.

Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
adalah entitas yang membentuk hubungan antara
organisasi dan/atau sekelompok orang untuk
bekerja sama dalam kegiatan Penelitian,
Pengembangan, Pengkajian, dan/atau Penerapan
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Sumber Daya Ilmu. Pengetahuan dan Teknologi
adalah suatu nilai powensi yang bermanfaat untuk
Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
Badan Usaha adalah badan usaha milik negara,
badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta
yang berbentuk badan hukum atanupun bukan
badan hukum.

22. Pemangku . . .
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Pemangku Kepentingan adalah semua pihak yang
terkait dengan Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan
dan Teknologi.
Pemerintah  Pusat adalah Presiden Republik
Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan
negara Republik Indonesia yang dibanftu oleh Wakil
Presiden dan menter: sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.
Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

Pasél 2

Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

berasaskan:

a.

SR oo a0 o

o

keimanan dan kctakwaan kepada Tuhan Yang Maha
Esa;

kemanusiaan;

keadilan:

kemaslahatan;

keamanan dan keselamatan;

kebenaran ilmiah;

transparansi,

aksesibilitas; dan

penghormatan terhadap pengetahuan tradisional dan
kearifan lokal.

Pasal 3
Sistem Nasional Ilmu Pengetabuan dan Teknologi
bertujuan:
a. memajukan dan meningkatkan kualitas Pendidikan,

Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan
Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang
menghasilkan Invensi dan Inovasi;

b. meningkatkan . . .
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b. meningkatkan intensitas dan kualitas interaksi,

kemitraan, sinergi antarunsur Pemangku
Kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
meningkatkan pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi untuk pembangunan nasional
berkelanjutan, kualitas hidup, dan kesejahteraan
masyarakat; dan

meningkatkan kemandirian, daya saing bangsa, dan
daya tarik bangsa dalam rangka memajukan

peradaban bangsa melalui pergaulan internasional.

Pasal 4

Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
mengakui, menghormati, =~ mengembangkan, dan
melestarikan keanekaragaman pengetahuan tradisional,
kearifan lokal, sumber daya alam hayati dan nirhayati,
serta budaya sebagai bagian dari identitas bangsa.

BAB II

PERAN DAN KEDUDUKAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

SK No 007219 A

Bagian Kesatu

Peran

Pasal 5

IImu Pengetahuan dan Teknologi berperan:

a. menjadi landasan dalam perencanaan pembangunan

nasional di segala bidang kehidupan yang
berpedoman pada haluan ideologi Pancasila;
meningkatkan kualitas hidup dan mewujudkan
keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat;
meningkatkan ketahanan, kemandirian, dan daya
saing bangsa;

d. memajukan . ..
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memajukan peradaban bangsa vang berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa dan menjaga nilai etika
sosial yang berperikemanusiaan; dan

melindungi seluruh  wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia serta melestarikan dan menjaga

keseimbangan alam.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 6

IImu Pengetahuan <dan Teknologi berkedudukan
se:bagai mocal dan investasi jangka pendek, jangka
menengah,' dan jangka panjang pembangunan
nasional untuk:

meningkatkan kualitas hidup manusia;
meningkatkan kesejahteraan rakvat;
meningkatkan kemandiriar;

memajukan daya saing bangsa;

memajukan peradaban bangsa,;

menjaga kelestarian alam;

® ™ oa0 TR

melindurigi dan melestarikan seluruh wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan

h. menjadi dasar dalam pcrumusan kebijakan dan

menjadi solusi masalah pembangunan.

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dikembangkan
melalui  Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi sebagai landasan dan satu kesatuan dari
sistem perencanaan pembangunan nasional.

Sistem perencanaan pembangunar. nasional
sebagaimana dimaksud pada ayat {2} meliputi
rencana pembangunan jangka panjang, jangka

menengah, dan tahunan.

Pasal 7 . ..
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Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai peran Ilmu Pengetahuan

dan Teknologi sebagai landasan dalam perencanaan

pembangunan nasional di segala bidang kehidupan yang

berpedoman pada haluan ideologi Pancasila sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan kedudukan Ilmu

Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB I1I

RENCANA INDUK PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

SK No 007221 A

(1)

(2)

—_
w
=

(4)

(5)

Pasal 8

Untuk mewujudkan tujuan Sistem Nasional I[lmu
Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, disusun rencana induk pemajuan [lmu
Pengetahuan dan Teknologi.

Rencana induk pemajuan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menjadi acuan rencana pembangunan jangka
panjang nasional dan menjadi dasar dalam
penyusunan rencana pembangunan jangka menengah
nasional.

Rencana induk pemajuan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi wajib dijjadikan pedoman dalam
Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
Rencana induk pemajuan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi disusun untuk:

a. jangka panjang;

b. jangka menengah; dan

¢c. tahunan.

Rencana induk pemajuan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi jangka panjang sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) huruf a disusun untuk jangka waktu 25
(dua puluh lima) tahun dan dapat ditinjau kembali
1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

(6) Rencana . . .
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Rencana induk pemajuan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi jangka menengah sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) huruf b disusun untuk jangka waktu 5
(lima) tahun.

Rencana induk pemajuan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) huruf c disusun untuk jangka waktu 1 (satu)

tahun.

Pasal 9

Rencana induk pemajuan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
disusun cleh Pemerintah Pusat.

Pemerintah Pusat dalam menyusun Rencana Induk
Pemcjuan Ilmu  Pengetahuan dan  Teknologi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi

dengan Pemangku Kepentingan terkait.

Pasal 10

Rencana induk pemajuan Ilmu Pengetahuan dan

Teknologi disusun dengan memperhatikan paling sedikit:

a.

mantaat bagi peningkatan kualitas hidup manusia,
kesejahiteraan  rakyat, kemandirién, daya saing
bangéa, dan peradaban bangsa:

potensi sumber daya alam;

potensi sumber daya Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi;

kebutuhan dan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi;

sosial budaya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta
kearifan lokal yang tumbuh ai masyarakat;

potensi dan perkembangan sosial ekonomi wilayah;
perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; dan
perkembangan lingkungan strategis.

Pasal 11 ...



SK No 007223 A

(1)

(3)

.,

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

11 -
Pasal 11

Rencana induk pemajuan Ilmu Pengetahuan dan

Teknologi jangka panjang memuat paling sedikit:

a. visi, misi, dan strategi pemajuan Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi;

b. sasaran dan tahapan capaian pemajuan Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi;

c. pemberdayaan Kelembagaan Ilmu Pengetahuan
dan Teknologi;

d. pembangunan Sumber Daya Ilmu Pengetahuan
dan Teknologi; dan

e. penguatan kapasitas iimu Pengetahuan dan
Teknologi.

Rencana induk pemajuan Ilmu Pengetahuan dan

Teknologi jangka menengah memuat paling sedikit:

a. sasaran pemajuan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi nasional;

b. fokus pengembangan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi,

c. tahapan capaian pemajuan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi; '

d. pengembangan Kelembagaan Ilmu Pengetahuan
dan Teknologi: ‘

e. pengembangan Sumber Daya Ilmu Pengetahuan
dan Teknologi;

f. pengembangan jaringan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi; dan

g. prioritas penyelenggaraan pemajuan [Imu
Pengetahuan dan Teknologi.

Rencana induk pemajuan Ilmu Pengetahuan dan

Teknologi jangka menengah sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dijabarkan ke dalam rencana induk

pemajuan ilmu Pengetahuan dan Teknologi tahunan.

Pasal 12 . ..
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Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana induk

pemajuan ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11

diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IV

PENYELENGGARAAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

SK No 007224 A

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13

(1) Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

berpedoman pada rencana induk pemajuan Ilmu

Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 8.

(2) Penyelenggaraan I[lmu Pengetahuan dan Teknologi
dapat dilakukan oleh:

a.

o a o o

perscorangan,;
keiompok;

Badan Usaha; .

lembaga pemerintah atau swasta; dan/atau

perguruan tinggi.

Pusal 14

(1) Penyelenggaraan Iimu Pengetahuan dan Te¢knologi

dilakukan melalui;

a.

o a N o

Pend:dikan;
Pemnelitian,;
Pengembangan;
Pengkajian; dan

Penerapan.

(2) Penyelenggaraan . . .
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(2) Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan

oleh Pemerintah Pusat.

Bagian Kedua
Pendidikan

Pasal 15

Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

melalui Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

14 ayat (1) nuruf a dilaksanakan dengan:

a. penyiapan sumber daya manusia untuk
Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

b. peningkatan mutu dan kesesuaian Ilmu Pengetahuan
dan Teknologi; dan

c. pengabdian kepada masyarakat sebagai wujud
Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Pasal 16

Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
melalui Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
15 dilaksanakan dalam rangka meningkackan kapasitas
bangsa dalam mengelola sumber daya dan diutamakan
untuk memenuhi kebutuhan nasional agar dapat
meningkatkan daya saing serta mewujudkan

kemandirian bangsa.

Pasal 17

(1) Pelaksanaan Pend:idikan dapat diselenggarakan oleh
pemerintah atau masyarakat. i

(2) Penyelenggaraan Pendidikan oleh pemerintah atau
masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Bagian Ketiga . . .
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Bagian Ketiga

Penelitian dan Pengembangan

Pasal 18

Pemerintah Pusat menjamin kemandirian dan kebebasan
ilmiah dalam melaksanakan Penelitian sebagaimana
dimaksud dalam Pasali 14 ayat (1) huruf b dan
Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14

ayat (1) huruf c.

Pasal 19

(1) Penelitian dilaksanakan untuk penguatan
penguasaan ilmu dasar dan ilmu terapan, termasuk
di dalamnya iimu sosial yang digunakan untuk
menciptakan' dan/atau  mengembangkan  Iimu
Pengetahuan darni Teknologi.

(2) Selain untuk menciptakan dan/atau mengembangkan
Ilmu TPengetahuan dan Teknolog: sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Perielitian juga dapat menjadi

solusi permasalahan pembangunan.

Pasal 20

Pengembangan dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari
Penelitian untuk  meningkatkan kesejahteraan

masyarakat dan memajukan peradaban.

Pasal 21

Hasil Penelitian dan Pengembangan wajib dipublikasikan
dan didiseminasikan oleh sumber daya manusia [lmu
Pengetahuan dan Teknoiogi dan/atau Kelembagaan llmu
Pengetahuan dar Teknolog1, kecuali dinyatakan lain oleh

peraturan peruncdang-undangan.

Pasal 22 . ..
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Pasal 22

Kekayaan Intelektual dari Penelitian dan/atau
Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
dikelola sesuai dengan ketentuan  peraturan
perundang-undangan.

Kepemilikan atas Kekayaan Intelektual yang dibiayai
dari anggaran pendapatan dan belanja negara
dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah
menjadi hak Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah
Daerah, Inventor, dan/atau lembaga penelitian dan
pengembangan dari Inventor.

Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah,
Inventor, dan/atau lembaga  penelitian dan
pengembangan dari Inventor sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) memiliki hak atas royalti dari hasil
komersialisasi Kekayaan Intelektual sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kepemilikan atas Kekayaan Intelektual sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan jika
ditentukan lain- oleh para pihak melalui perjanjian

secara tertulis.

Bagian Keempat
Pengkajian dan Penerapan

Pasal 23

Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
ayat (1) huraf d ditujukan untuk memastikan
manfaat 1lmu Pengetahuan dan Teknologi dalam
menyelesaikan permasalahan pembangunan.
Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui:

a. Perekayasaan;

b. Kliring Teknologi; dan

c. Audit Teknolngi.

Pasal 24 . . .
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Pasal 24

Perekayasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
ayat (2) huruf a dilakukan untuk menghasilkan nilai,
proses produksi, dan/atau produk yang lebih aman
dan baik bagi kesejahteraan masyarakat.
Perekayasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui kegiatan:

a. pengujian;

b. pengembangan Teknologi;

c. rancang bangun; dan

d. pengoperasian.

Perekayasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan mempertimbangkan keterpaduan
sudut pandang dan/atau konteks teknis, fungsional,

bisnis, sosial budaya, dan estetika.

Pasal 25

Kliring Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
23 ayat (2) huruf b dan Audit Teknologi sebagaimana
dimaksud dalam Pasa! 23 ayat (2) huruf ¢ dilakukan
terhadap Teknologi yang bersifat strategis darn/atau
yang sumber pendanaannya berasal dari Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah.

Kliring Teknologi dan Audit Teknologi dilakukan oleh
Pemerintah Pusat.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Kliring
Teknologi dan Audit Teknologi diatur dengan

Peraturan Pemerintah.

Pasal 26

Untuk mengeta~ui kesiapterapan suatu Teknologi
dilakukan pengukuran tingkat  kesiapterapan

Teknologt.

(2) Pengukuran . . .
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Pengukuran tingkat kesiapterapan Teknologi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
penilai.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengukuran tingkat
kesiapterapan Teknologi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 27

Penerapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
ayat (1) huruf e wajib dilaksanakan dengan berbasis
pada hasil Penelitian, Pengembangan, dan/atau
Pergkajian.

Penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan untuk mendorong Inovasi sebagai
upaya peningkatan produktivitas pembangunan,
kemandirian, dan daya saing bangsa.

basal 28

Penerapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dapat

dilakukan melalui:

a.

b
C.
d

(1)

Alih Teknologi;
intermediasi Teknologi;
Difusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; dan

komersialisasi Tekriologi.

Pasal 29

Alih Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasai 28

huruf a dapat dilakukan secara komersial atau

nonkomersial.

Alih Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan dengan ketentuan:

a. penerima Alik  Teknologi diutamakan vang
bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

b. penerima . .
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penerima Alih Teknologi mampu memanfaatkan
dan menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
guna kepentingan masyarakat, bangsa, dan
negara;

Kekayaan Intelektual serta hasil kegiatan
Penelitian dan Pengembangan yang
dialihteknologikan, tidak dinyatakan sebagai hal
yang dirahasiakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

pelaksanaan Alih Teknologi dilakukan dengan
tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Alih Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan nielalui:

a.
b.
C.

lisensi;

kerja sama;

pelayanan jasa Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
dan/atau

pelaksanaan Alih Teknologi yang dilakukan
dengan tidak bertentangan dengan ketertiban
umum dan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(4) Pengadaan barang hasil Alih Teknologi harus

dilakukan melalui Kliring Teknologi dan Audit

Teknologi.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Alih Teknologi diatur

dengan Peraturan Pemciintah.

Pasal 30

Intermediasi Teknologi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 28 huruf b merupakan upaya untuk menjembatani

proses terjadinya Invensi dan Inovasi antara penghasil

dan calon pengguna Teknologi.

Pasal 31 . ..
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Pasal 31

Intermediasi Teknologi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 30 dapat dilakukan dengan:

a. mendorong implementasi hasil Invensi dari
lembaga penghasil Teknologi kepada calon
pengguna; dan

b. mengidentifikasi kebutuhan calon pengguna
terhadap Teknolog: yang dibutuhkan.

Intermediasi Teknologi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat berupa:

a. inkubasi Teknologi,

b. temmu bisnis Teknologi;

c. kemitraan; dan/atau

d

promosi hasil Invensi.

Pasal 32

Difusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana

dimaksud daiam Pasal 28 huruf c dilakukan sebagai

upaya Pemerintah Pusat untuk meningkatkan

efektivitas adopsi [lmu Pengetahuan dan Teknologi.

Pelaksanaan Difusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

terhadap calon pengguna Ilmu Pengetahuan dan

Teknologi melalui kegiatan:

a. peningkatan kapasitas Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi;

b. evaluasi kesiapan pengguna Teknologi; dan

c. pembinaan peningkatan kapasitas daya serap

pengguna Teknologi.

Pasal 33

Komersialisasi Teknologi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 28 huruf d dapat dilaksanakan melalui:

a. inkubasi . . .
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inkubasi Teknologi;

o

b. kemitraan industri; dan/atau

c. pengembangan kawasan I[lmu Pengetahuan dan

Teknologi.
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bersinergi
dalam  memfasilitasi  pengembangan  inkubasi
Teknologi, kemitraan industri, dan/atau

pengembangan kawasan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi sesuai dengan kesiapan dan keunggulan

daerah.

Bagian Kelima

Invensi dan Inovasi

Pasal 34

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib

mengembangkan Invensi dan Inovasi.

Invensi dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ditujukan untuk:

a. menjadi solusi permasalahan nasional,;

b. memadukan sudut pandang dan/atau konteks
teknis, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan
estetika; dan

c. menghasilkan nilai tambah dari produk dan/atau
proses produksi bagi kesejahteraan masyarakat.

Invensi dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dihasilkan dari:

a. Penelitian dasar, Penelitian terapan, dan

Pengembangan;

Alih Teknologi;

rekayasa balik;

intermediasi Teknologi;

Difusi [lmu Pengetaiiuan dan Teknologi; dan/atau

- 0 a0 o

komersialisasi Teknologi.

(4) Ketentuan . . .
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(4} Ketentuan mengenai Invensi dan Inovasi diatur

dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 35

(1) Pemerintah Pusat wajib memfasilitasi pelindungan
Kekayaan Intelektual dan pemanfaatanuya sebagai
hasil Invensi dan Inevasi nasional.

(2) Pelindungan atas Kekayaan Intelektual dan
pemanfaatannya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dila¥sanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 36

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib

menggunakan hasil invensi dan Inovasi nasional.

Pasal 37

Pemerintah Pusat wajib menjamin pemanfaatan hasil
Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan
dalam bentuk Invensi dan Inovasi untuk pembangunan

nasional.

Pasal 38

(1) Badan Usaha yang menghasilkan Invensi dan Inovasi
nasional dari pemanfaatan  hasil Penelitian,
Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 diberi
insentif.

(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan dalam bentuk: '
a. jaminan pembelian produk Inovasi tertentu;

dan/atau

b. jaminan . . .
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b. jaminan pencantuman produk Inovasi dalam

katalog  elektronik  pengadaan  barang/jasa

pemerintah.

BAB V

ETIKA, WAJIB SERAH DAN WAJIB SIMPAN, DAN KEBIJAKAN
BERLANDASKAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

SK No 007234 A

(3)

(4)

(9)

6)

Bagian Kesatu
Etika

Pasal 39

Penclitian, Pengembangan, Pengkajian, dan
Penerapan wajib dilaksanakan sesuai dengan kode
etik bidang ilmu.

Untuk menegakkan kode etik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1j, dibentuk komisi etik yang bersifat ad
hoc.

Keanggotaan komisi etik sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dapat berasal dari berbagai bidang ilmu.
Komisi etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
mempunyai tugas menelaah dan menetapkan
kelayakan etik serta mengevaluasi dan mengawasi
pelaksanaan kode etik Penelitian, Pengembangan,
Pengkajian, dan Penerapan sesuai dengan bidang
ilmu.

Dalam hal terjadi pelanggaran kode etik Penelitian,
Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, komisi
etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang
melakukan pemeriksaan dan pemberian sanksi.
Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik Penelitian,
Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan dan
komisi etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

Bagian Kedua . . .



